Pemanggilan Gubernur Kalimantan Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi
Tunggu Pra Peradilan Selesai

ANTARA

Sumber gambar: https://kalsel.antaranews.com/berita/435029/pemanggilan-gubernur-kalsel-kpk-tunggu-

praperadilan-selesai?page=all

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan jadwal
pemanggilan terhadap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor setelah proses
praperadilan selesai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"KPK menghormati pelaksanaan hak yang bersangkutan yang telah mengajukan
praperadilan dan proses lebih lanjut akan menunggu hasil praperadilan tersebut,” kata
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ghufron mengatakan keputusan komisi antirasuah untuk menunda pemanggilan terhadap
Sahbirin Noor hingga praperadilan selesai bukan tanpa alasan.

Menurut Ghufron, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan KPK terhadap
hak asasi manusia (HAM).

"KPK dalam menegakkan hukum salah satu azas-nya sebagaimana diatur Pasal 5 huruf F
adalah penghormatan terhadap HAM," ujarnya.

Diketahui, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengajukan gugatan
praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangka
terhadap dirinya oleh KPK.
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Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan pada Kamis (10/10) dengan nomor perkara
105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan
tersangka.

Sidang pertama gugatan praperadilan tersebut dijadwalkan pada Senin, 28 Oktober 2024.
KPK pada Selasa (8/10) mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalsel
Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan.

Penyidik komisi antirasuah juga memberlakukan larangan keluar negeri terhadap
Sahbirin Noor terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tersebut. Larangan keluar negeri
tersebut diberlakukan sejak 7 Oktober 2024 dan berlaku selama enam bulan ke depan.
Proyek yang menjadi objek perkara tersebut adalah pembangunan lapangan sepak bola di
Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp23 miliar,
pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp22 miliar, dan pembangunan kolam
renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp9
miliar.

Rekayasa dalam lelang proyek tersebut dilakukan antara lain dengan cara membocorkan
harga perkiraan sendiri dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang.
Kemudian merekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan tertentu yang
dapat melakukan penawaran, menunjuk konsultan yang terafiliasi dengan pemberi suap,
dan pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum tanda tangan kontrak.
Selain Sahbirin, KPK juga turut menetapkan status tersangka terhadap Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel Ahmad Solhan, Kabid
Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah.

Kemudian, Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan PIt Kabag Rumah
Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean.

Sedangkan, dua orang tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta, yakni Sugeng
Wahyudi dan Andi Susanto.

Sumber berita:
1. https://kalsel.antaranews.com/berita/435029/pemanggilan-qubernur-kalsel-kpk-
tunggu-praperadilan-selesai?page=all, 16 Oktober 2024.

2. https://kalimantanpost.com/2024/10/kpk-sebut-pemanggilan-gubernur-kalsel-
sahbirin-noor-tunggu-praperadilan-rampunag/, 15 Oktober 2024.

Catatan:
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
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tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi:

a)

b)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1);

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak
yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang
digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk
perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula
dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang
pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag
diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian
perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau
sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan
tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya
tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah
ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).
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